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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL
NOMOR 116/KEF/B3,/2017
TEMNTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGEKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang

bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan negara, Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Selaku
Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

bahwsa sesuai Pasal 5 Peraturan Mentern Keuangan Nomor
190/ PMEL05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana  Nasional Selaku  Pengguna  Anggaran
berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/
Penggouna Baramng,;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan snggaran di
Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional, perlu menunjuk EKuasa Pengguna
Angparan di  Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan achagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, perlu menetapkan
Keputusan Kepaia Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasicnal tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran; Kunasa Penggpuna Barang di  Lingkungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Badan Kepandudukan dan Keluarga Barencana Masional
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemenksaan Pengelolaan dan Tangpung Jawab Keuangan
Negara  (Lembearan Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 660, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemernntah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomeor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang telah
beberapa kali divubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, HKewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kepa Lembagas Pemerintah Non
Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015
Tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewsnangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32:2);



10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Menteri Keuangan MNomor 190/PME.05/20132
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor
1151},

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PME.OG/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
jBerita Negara Hepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20}

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 MNomor
455);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana MNasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional yang telah dinbah dengan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Masional Nomer 273/PER/B4/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
Momor: 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nagional;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berenicana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 317 /PER/B3/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kepiatan dan Anggaran i
Lingkungen Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milile Negara di Linglungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nagional,;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BEEENCANA NASIONAL TENTANG
FENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Eselon 1 di
BKKBN Pusat dan Pejabat Pimpinan Tingg Pratama
Eselon I di Perwalilan BKKBN Provinsi sebagm Kuasa
Pengpuna Anggaran,

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdapat kekosongan jabatan :

a. Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon 11
pada Satuan Kerja setingkat Eselon [ di BKKEN Pusat
berkenaan scbagai Pejabat pelaksana tugas Kuasa
Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tersendiri sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari  Keputusan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini ;

b. Menunjuk Pejabat Administrator; Eselon I pada
Satuan Kerja setingkat Eselon 11 di Perwalilan BKKEN
Provinsi berkenasn sebagai pelaksana tupas Kussa
Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tersendiri sesuai  format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupaken bagian tidak
terpisahkan  dari  Keputusan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluargas Berencana Nasional ini;

Tugas selaku Kuasa Pengguna Anpgaran vang
dilaksanakan olech Pejabat pelalsana tugas Kuasa
Pengguna Anpggaran sebagaimena dimaksud dalsm
Diktum KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
telah terisi kembali,



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUITIH

Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki
kewenangan yeng sama dengan Kuasa Pengguna

Anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penanda Teangan Surat Perintah Membayar
Satuan Kega, DBendashara Penernimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas
Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf
Pengelola Keuangan berkenaan atas nama Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku

Pengpuna Anggaran.

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kena,
Bendahara  Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola
Administrasi Belanja FPegawai, dan Staf Pengelola
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KELIMA, dilaksanakan sesual ketentuan dalam tata cara
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kegja,
Bendahars  Penerimaan, Bendahara — Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola
Keuangan di Lingkungan Badan HEependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

Kuasa Penggpuna Anggaran di Linglungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Masional dalam
melaksanakan lewenangannya harus memperhatiban

ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEDELAPAN

Keputusan Hepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak ditetapkan
dan efelctil sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2017

KEF'A.L"-'L BADAN KEPENDUDUKAN
M RGA BERENCANA NASIONAL

IDRA SURAPATY



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NOMOR 116/KEP,/B3,/2017
TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUEAN DAN EELUARGA
BERENCANA NASIONAL

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAIL
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SETINGKAT ESELON 1
DI BEKEN FUSAT DAN SATUAN KERJA SETINGEAT ESELON II

DI PERWAKILAN BEKBN PROVINSI

No Satuan Kerja Eepala Satuan Kerja
BEKEBN Pusat
1 Sekretariat Utama BKKBN Pusat | Selkoretans Utama
2 | Inspektorat Utama BKKEN Pusat | Inspektur Utama
3 | Deput Bidang Pelatihan dan Deputi Bidang Pelatihan,
Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
4 | Pusat Penelitian dan Deputi Bidang Pelatihan,
Pengembangan Kependudukan, | Peneliian dan Pengembangan
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
3 | Deput Bideng Keluarga Deputi Bidang Keluarga
Berencana dan Keschatan Berencana dan Kesehatan
Reproduksi Reproduksi
6 | Deputi Bidang Keluarga Deputi Bidang Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga Keluarga
7 | Deputi Bidang Advokasi, Deputi Bidang Advokasi,
Penpgerakan dan Informasi Penggerakan dan Informasi
8 | Direktorat Advokasi dan KIE Deputi Bidang Advokasi,
. Pen dan Informasi
9 | Deputi Bidang Pengendalian Deputi Bidang Pengendalian
Penduduk Penduduk
e BEKBN Provinsi 5
10 | Dinas Pemberdayaan, Kepala Dinas Pemberdayvaan,
Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi | Penpendalian Penduduk
DEI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
11 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Jawa Barat Provingi Jawa Barat
12 | Perwakilan BKKEBN Provinsi Kepala Perwakilan BEKBN
__| Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah
13 | Perwalalan BKKBN Provins: D1 Kepala Perwakilan BEKEEN
Yogyakarta Prowvinai D.I. Yogyakarta




No Satuan Kerja Eepala Satuan Kerja
14 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
15 | Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh | Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Aceh
16 | Perwakilan BEKEBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara
17 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwaldlan BKKBN
Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat
18 | Perwalkilan BKKBN Provinsi Riau | Kepala Perwakilan BEKBN
Provinsi Fiau
19 | Perwaldlan BKKEN Provinsi Kepala Perwakilan BEEKBN
Jambi Provinsi Jambi
20 | Perwaldlan BEKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKEKBN
Sumatera Selatan Frovinal Sumatera Selatan
21 | Perwakilan BEKKEN Prowvinsi Kepala Perwaldlan BKEEN
Lampung Provinsl Lampung
22 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Kalimantan Barat Provinal Kalimantan Barat
23 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BEKBN
Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah
24 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKEN
Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
25 | Perwakilan BKKBN Provitsi Kepala Perwakilan BKKEN
Kalimantan Timut Provinsi Kalimantan Timur
26 | Perwakilan BEKEN Frovinsi Kepala Perwakilan BEKBN
Sulawest Utara Provinsi Sulawesi Utara
27 | Perwakilan BEKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BEKKBN
Sulawesi Ten Provinsi Sulawesi Tengah
28 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKEN
Sulawesi Selatan Provins Sulawesi Selatan
29 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKEKEN
Sulawesi Tenggara Provins Sulawesi Tenggata
30 | Perwakilan BEKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBEN
Maluku Provinsi Mahaku
31 | Perwakilan BKKBN Frovinsi Bali | Kepala Perwalilan BKKBEN
Provinsi Bali
32 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwalilan BKKBN
Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Baral
33 | Perwakilan BEKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BEKKBN
Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
34 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwalalan BEKKBN
FPapua Provinsi Papua
35 | Perwakilan BEKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Benghulu Provinsi Benglkulua
36 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwalalan BKKBN

Maluloa Utara

Provinsi Malulm Utera




~ No i Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja
37  Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Banten Provinsi Banten
38 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
= Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung
39 | Perwakilan BKKEN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
. Gorontalo Provinsi Gorontalo
| 40 | Perwakilan BKKBN Provinai | Kepala Perwakilan BKKBN
| Kepulauan Riau - Provinsi Kepulauan Riau
41 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BEKBN
Fapua Barat Provinsi Papua Barat
42 | Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala Perwakilan BKKBN
Sulawesi Barat Provinsi Sulpwes: Barat

Jakarta, 29 Seplember 2017
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEFENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIOMAL

NOMOR 116/KEP/B3 /3017
TENTANG PENUNJUEAN KLIAGA
PENGOUNA ANGGARAN

DI LINGEUNGAN BADAN
KEFENDUDUKAN DAN EELUARGA
BERENCANA NMASIOMAL

LOG BEEEBN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

MNASIONAL
NOMOR ....ocovieivaiinan (1)
TENTANG
FENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA ........... [2)

KEPALA BADAN KEFENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :a. Latar belakang;
b. Latar belakang;
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kenangan Nomor 190/ PME.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor ... J 2017 Tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasiomal;

MEMUTUSEAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUEAN DAN
KELUARGA EERENCANA MNASIONAL TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA ......... [3)



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Mengangkat pejabat/ pegawal vang nama dan/atau
jabatannya tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ind
schagai Projabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna

Anggaran pada Satuan Kerja ........... (4).

Jangka waktu masa jabatan Pelaksana Tupgas Kuasa
Pengguna Anggaran pada Satuan Kega ........... (5} berlaku
sejak serah terima jabatan sampad dengan ... (&)

bertugas kembali.

Dalam  melaksanakan  kewenangan — sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/ pegawai yang
ditunjuk hams memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Kepala Badan Kependuduken dan Eeluarga
Berencana MNasional ini mulan berlaku pada tanggal
ditetaplan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional ini disampaikan kepada :

1. FPrjabat yang berkenaan;

2. Kepala Kantor Pelayanem Perbendaharaan Negara
mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;

3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional u.p Kepala Birc Keuangan dan
Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat
Perbendaharaan di Lingbungan Badan Kependudukan
dan Kcluarga Berencana Nasional;

Ditetapkan di ............... 7]

Kepala Badan Kependudulcan dan
Keluarga Berencana Masional,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN  KEPALA  BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERERCANA NASIONAL

NOMOR | 16/KEP/B3 /2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA

SATUAN KERJA .......... 2
PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA ......... (100
M MHAMA/NIFP JABATAN SPESIMEN TANDA DIANGEAT DALAM KETERANGAN
STRUKTURAL TANGAN, PARAF DAN JABATAN
STEMPEL SATUAN
KER.JA

FRNE [ 15 VTP S — 13 Tanda Tangan : Pelaksana Tugas Atas beban Daftar
0| 1R 1 Paraf : Kuasa Pengguna Isian Pelaksanaan

Stempel Satker Angparan Anggaran [DIPA)

.................. (14)

2.

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,




FETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEFENDUDUEKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT FELAKSANA TUGAS KUASA
PENGOUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

NO

URAIAN ISIAN

Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Biro Hukum,
Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Nama Satuan Kerja

Nama Satuan Kerja

MNama Satuan Kerja

Nama Satuan EKerja

MNama Jabatan Unit Eselon [/ Kepala Perwakilan BEKKBN yang akan
_digantikan dengan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Angparan

Kota dimana ditetapkan Surat Keputusan

Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan

Nama Kepala BEKBN

1E'-.I:ID:-'-J Ohjon | G| b

Nama Satuan Keja

i
—

Nama pejabat vang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran

—
%]

NIF pejabat vang ditunjuk sebagal Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran

—
L)

Jabatan Struktural pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kuasa
Pengpuna Anggaran

14

Nama Satker

15

MNama Kepala BEKBN

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana MNasional,



